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Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional
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DASAR HUKUM



PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
KORBINWAS PEMDA

38 PROVINSI dan

508 KB/KOTA

KEMENDAGRI
(Pasal 374 dan 375 UU No. 23/2014)

1. Pembagian Urusan an;

2. KELEMBAGAAN DAERAH;

3. KEPEGAWAIAN PADA

PERANGKAT DAERAH;

4. Keuangan Daerah;

5. Pembangunan Daerah;

6. PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH;

7. Kerja Sama Daerah;

8. KEBIJAKAN DAERAH;

9. Kepala Daerah dan DPRD; dan

10. Pembinaan dan Pengawasan Lain

Sesuai dengan Ketentuan PUU.

BINWAS UMUM

MENDAGRI
MENTERI TEKNIS/  

KA LPNK

38 PROVINSI + IKN

BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS

38 GWPP

BINWAS UMUM
BINWAS  

TEKNIS

514 Kab./KOTA

SECARA NASIONAL

DIKOORDINASIKAN

OLEH MENDAGRI
(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)

KORBINWAS PEMDAOLEH MENTERI DALAM NEGERI
(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014 ttg Pemda dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017 ttg Binwas Pemda)

Antara lain:

• Pelaksanaan RB Pemda



TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING KOMPONEN KEMENDAGRI 
TERKAIT IMPLEMENTASI SPBE 

BANGDA KEUDA

SETJEN (PUSDATIN)OTDA

• Mendorong dan membina daerah untuk
mengintegrasikan kebijakan nasional terkait SPBE
dalam dokumen perencanaan daerah

• Melakukan sinkronisasi pembangunan antara
pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat
implementasi kebijakan SPBE

• Penguatan kelembagaan SPBE di daerah

• Mendorong dan membina daerah untuk
mengintegrasikan kebijakan nasional terkait
pemerintahan digital dalam dokumen penganggaran
daerah sesuai dokumen perencanaan daerah

• Bagaimana dalam rangka monitoring dan evaluasi
terkait kebijakan implementasi SPBE di dalam
penganggaran APBD

• Mengoptimalkan SIPD sebagai penguatan SPBE di
daerah

• koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan
proses bisnis SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah,
bersama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana; dan

• koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan
layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah
Daerah.



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam pemerintahan untuk kepentingan pelayanan publik

PP 38 Tahun 2017 memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah

untuk berinovasi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang

dimiliki daerah. Pemerintah Daerah sebagai lokomotif inovasi

memiliki beban dan tanggung jawab dalam mengkonsolidasi dan

menggerakkan berbagai stakeholder untuk terlibat/ambil bagian

dalam inovasi untuk memajukan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga

daerah (Prov, Kab, Desa/Kelurahan), diwajibkan mengintegrasikan

teknologi informasi dan komunikasi dalam semua lini sistem

pelayanannya. Pelayanan secara digital menjadi solusi tepat guna

dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk
meningkatkan Pelayanan Publik 

Peningkatan Pelayanan Publik di Era Transformasi Digital



KONDISI EKSITING

VISI KEDEPAN

1. Layanan terpadu dalam Satu  Por ta l  

2. Proses yang sim pel, cepat, mudah, dan  transparan

3. Akses dengan identitas digital untuk keam anan data pribadi, tanpa

menggunakan KTP

4. Pengisian data hanya satu kali  untuk berbagai layanan

1. Pengguna perlu mengakses berbagai aplikasi

yang kompleks dan duplikat

2. Proses pelayanan masih rumit, panjang dan tidak transparan

3. Kewajiban memiliki “fotokopi KTP” untuk mengakses Layanan

4. Proses inputing data berulang kali untuk mengakses layanan

TRANSFORMASI LAYANAN TERPADU SELURUH K/L/PEMDA

✓ Mempercepat adopsi layanan
digital terintegrasi

✓ Konsolidasi seluruh layanan
digital K/L/D menjadi 1 (SATU) 
portal layanan K/L/D ke dalam
Portal Nasional

✓ Bagi layanan digital yang sudah 
siap akan langsung dilakukan 
pengintegrasan langsung ke
portal nasional

Seluruh Pim pinan K/Ldan

Kepala Daerah



SE MENDAGRI Kepada Gubernur/Bupati/Walikota; No. 000.9.3.2/92/SJ 

tanggal 5 Januari 2024; Hal: Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan

Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Percepatan
Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital (1/2)

Beberapa pokok arahan dalam SE dimaksud:

A. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. Pemerintah daerah

diminta untuk melaksanakan:

1. Percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan 

layanan digital di lingkungan pemerintah daerah melalui SPBE.

2. Penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik, dan fokus pada kebutuhan 

pengguna (user centric).

3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah

ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah. Hal tersebut

sbg Langkah transisi konsolidasi kedalam portal layanan nasional,

selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.



B.   Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran/Belanja TIK sesuai

Arsitektur SPBE Pemda. Pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan:

4. Optimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu

berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan

5. Rreviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE (oleh Bappeda).

6. Pembinaandan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan

anggaran SPBE Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah, sementara untuk reviu keterpaduan rencana

dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Kemendagri.

7. Pelaporan pelaksanaan SE.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Percepatan
Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital (2/2)



Surat Edaran Penetapan Pemda Piloting Pelaksanaan Kebijakan
Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tanggal 5

Januari 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital

dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, dan menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet

Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 25 Januari 2024, dengan ini

disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

• Penerapan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diarahkan pada 2

(dua) hal yakni:

a. Konsolidasi seluruh aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke

dalam 1 portal layanan Pemda sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan

nasional, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

b. Memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE

Pemda berdasarkan hasil reviu, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi.

• Pada tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin

oleh Bapak Presiden untuk melakukan update penerapan Perpres 82/2023, dimana

Bapak Presiden berkenan untuk hadir dalam SPBE summit pada Bulan Mei 2024,

dengan salah satu arahan yang akan disampaikan, yakni perlunya seluruh pimpinan

instansi pusat dan Kepala Daerah untuk memastikan percepatan transformasi digital

dan keterpaduan layanan digital di lingkungannya.

• Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Piloting

pelaksanaan kebijakan evaluasi belanja SPBE dan konsolidasi layanan digital. Serta

diharapkan dukungan dalam memastikan percepatan transformasi digital di masing-

masing daerah piloting dimaksud.



KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
KEUANGAN DAERAH PADA SIPD TERHADAP PELAKSANA EVALUASI ANGGARAN

• Kodifikasi dan Nomenklatur Penganggaran TIK pada Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada sistem SIPD
digunakan sebagai acuan pelaksanaan belanja TIK sebagai langkah identifikasi pengadaan belanja TIK sesuai
PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya.

• Penggunaan Data Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah proses sinkronisasi data pusat dan daerah yang
digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.



Kualitas DSSD dan Nomenklatur Menentukan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Penganggaran Daerah, 

dimana dengan data yang berkualitas pula maka dapat menjadi dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanja pada

tiap komponen kegiatan.

Data Statistik Sektoral Daerah dalam eWalidataSIPD-RI

Nomenklatur PerencanaanPenganggaran  

SIPD-RI



KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

PADA BIDANG URUSAN KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia

Urgensi Permendagri 90/2019 untuk :

1. Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan

penganggaran

2. Mewujudkan database SIPD terpadu

3. Manajemen pembangunan melalui

pelaksanaan kewenangan

4. Akuntabilitas perencanaan dan 

penganggaran

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DESAIN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN  
NOMENKLATUR

Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Lampiran UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

➢ Program merupakan transformasi dari Sub Urusan

➢ Kegiatan merupakan transformasi dari Kewenagan
➢ Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan

KEGIATAN

Urusan yang menjadi 

kewenangan

PROGRAM



RIWAYAT PEMUTAKHIRAN

1. Pemutakhiran sub kegiatan

2. Penambahan metadata: definisi

operasional, layanan/aktifitas, 

SPM/non SPM, bidang pelaksana, 

DSSD, Tematik

Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl 

23 Juni 2023

➢ Pemutakhiran terhadap Permendagri telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui:
a. Kepmendagri 050-3708/2020
b. Kepmendagri 050-5889/2021
c. Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023

➢ Melalui Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl 23 Juni 2023, dilakukan pemutakhiran yang berfokus pada 
a. Pemutakhiran sub kegiatan 
b. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik



KONDISI EKSITING 3 (TIGA) DAERAH
PILOTING PERCEPATAN TRANSFORMASI
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL
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Best Practice Digitalisasi Provinsi Jawa Timur

PERGUB 98Tahun2018:
tentang Standar Aplikasi bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemprov Jatim

PERGUB 81 Tahun 2020:
tentang Satu Data Provinsi
Jawa Timur

PERGUB 53 Tahun 2021:
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

PERGUB 95 Tahun 2023 :
tentang Sistem Manajemen
Keamanan InformasiSPBE

DASAR PELAKSANAAN Pemetaan Aplikasi Layanan Pemprov Jatim1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk

grand design layanan digital Pemerintah Jawa

Timur, dan rencana trnasformasi digital Provinsi

Jawa Timur untuk tahun 2023-2026

2 Penyederhanaan Proses Bisnis  di 

Pemprov Jawa Timur

4

Provinsi Jawa Timur telah menyusun timeline

pembangunan portal layanan Pemprov Jatim

Penyederhaan Proses Bisnis yang Dilakukan

untuk Percepatan Transformasi Digital sebagai

inovasi untuk efisiensi pelayanan publik

Progres  Pembangunan Portal  Layanan

Pemprov Jawa Timur

Tahun 2024 dimulai dengan integrasi ke

beberapa layanan seperti E-Samsat,

pelayanan rumah sakit, layanan berbasis

SSO NIP, layanan perizinan terpadu, dll

3

Perancangan Kajian Portal Pemprov 

Jawa Timur

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana

SPBE Pemprov Jatim
5

Sudah disusun arsitektur SPBE dan Peta

rencana SPBE Pemprov Jawa Timur

Evaluasi Rencana Belanja TIK Dalam

Kerangka Implementasi SPBE 

Pemprov Jatim

6

Telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja

dan Pelaksanaan Tugas yang di dalamnya

sudah dimuat terkait evaluasi anggaran

(clearance) belanja TIK dalam kerangka

implementasi SPBE



Kantorku
Kantorku merupakan aplikasi Single Sign On yang dikembangkan 

oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kantorku memuat beberapa 

kategori yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Pengaduan,

Perizinan, GRMS dan Manajemen Kinerja

KESEHATAN PENDIDIKAN PENGADUAN

PERIZINAN GRMS

KEMISKINAN

MANAJEMEN

KINERJA

Surat Edaran Sekretariat Daerah

Nomor 500.12.6.1 /4112/436.7.13/2023

tentang Aplikasi SPBE di Pemerintah 

Kota Surabaya

DASAR

407
Jumlah Aplikasi

Best Practice Digitalisasi Kota Surabaya



Best Practice Digitalisasi Banyuwangi

Strategi Digitalisasi Kab Banyuwangi

• Infrastruktur yang mempuni

• Integrasi Aplikasi 

• SDM yang kompeten

SMARTKAMPUNG  BANYUWANGI

LAYANANPUBLIK

ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN

Banyuwangi  

Digital Society

2013

Smart 
Kampung

2016

2017

Mall Pelayanan  
Publik PERTAMA

2018

Banyuwangi Masuk ASCN

(ASEANSmart Cities Network)

2019

Smart Kampung  
Mobile & Kiosk

2020

Kepala Desa

Sudah bisa TTE

2021

Super Apps

Smart Kampung

2022

MPP Digital 
Pertama

2023

Adopsi Smart Kampung
Menjadi MPP Digital  Nasional

2024

Banyuwangi

ditunjuk sebagai  
salah satu pilot  

project INADigital

TIMELINE DIGITALISASI BANYUWANGI
• Keputusan Bupati Banyuwangi

Nomor 188/ 53 /Kep/429.011/2023

Tentang Tim Kolaborasi

Penerapan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

• Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor 60 Tahun 2017 Tentang

Penerapan Masterplan Smart City

Melalui Banyuwangi Smart

Kampung



STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI
DIGITAL DAN PENERAPAN KETERPADUAN
LAYANAN DIGITAL
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DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

1. Menerbitkan SE MENDAGRI Nomor 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024 Kepada

Gubernur/Bupati/Walikota; Hal: Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi

Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

2. Mendorong dan membina daerah untuk mengintegrasikan kebijakan nasional terkait

pemerintahan digital dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

3. Melakukan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

serta antar pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintahan

digital

4. Melakukan integrasi SIPD, serta mendorong penerapan SIPD dalam perencanaan dan

penganggaran di daerah.

5. Peran kemendagri pada proses pelaksanaan clearance TIK di daerah dalam mendukung

implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

6. Dukungan Surat Edaran Penetapan Pemda Piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja

SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital



Substansi Pembahasan SE Strategi Percepatan Transformasi Digital Rencana Aksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah
(Tim SPBE Pemda)

Percepatan transformasi digital untuk
mencapai keterpaduan layanan digital di
lingkungan pemerintah daerah melalui
SPBE

Mengkonsolidasikan layanan digital ke dalam satu portal layanan

daerah yang akan terintegrasi ke portal layanan nasional, diidukung

oleh percepatan transformasi digital melalui penerapan SPBE 

Menginventarisir layanan digital dan mengelompokkan ke dalam satu 

portal layanan digital daerah dan selanjutnya dapat diintegrasikan 

ke dalam portal nasional

Penyederhanaan proses bisnis,
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik, dan
fokus pada kebutuhan pengguna (user
centric)

Mengembangkan arsitektur SPBE berbasis Perpres No.82/2023

yang memuat intergrasi proses bisnis, fokus pada penyederhaan dan

sesuai dengan kebutuhan pengguna

Melakukan reviu proses bisnis yang sudah berjalan dengan output

proses bisnis yang terpadu, agar dapat diimplementasikan dalam

portal layanan induk pemerintah daerah

Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi
SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu)
portal layanan pemerintah daerah.

Mengkonsolidasikan semua aplikasi SPBE yang dimiliki

pemerintah daerah ke dalam satu portal layanan pemerintah daerah

dan memastikan ketersediaan portal layanan induk pemerintah

daerah

Menginventarisir aplikasi SPBE pemerintah daerah dan

mengintegrasikan aplikasi SPBE tersebut dalam satu portal layanan

induk daerah

Reviu keterpaduan perencanaan dan
anggaran SPBE (oleh Bappeda)

Bekerjasama dengan Bappeda dalam mereviu keterpaduan

perencanaan dan anggaran SPBE dalam rangka mengoptimalkan

rencana dan anggaran untuk perceparan transformasi dan

keterpaduan layanan digital

Memberikan masukan berupa anggaran, perencanaan, kendala

dan usulan pengembangan SPBE kepada Bappeda atas item

rencana transformasi digital pada daerah

Optimalisasi penyusunan rencana dan
anggaran SPBE yang terpadu berbasis
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan

Mengkonsolidasikan anggaran TIK yang final yang dimuat dalam

APBD dengan anggaran yang dilakukakn clearance TIK kepada

instansi terkait.

Memberikan informasi berupa anggaran final dan clearance

Pembinaan dan pengawasan terhadap
reviu keterpaduan rencana dan anggaran
SPBE

Menyiapkan kebijakan (produk hukum) dan perangkat pembina

(tim koordinasi SPBE) terhadap pelaksanaan evaluasi berkala

keterpaduan SPBE di pemerintah daerah

Memastikan ketersediaan payung hukum, serta tim koordinasi

SPBE dalam implementasi SPBE di pemerintah daerah

Pelaporan pelaksanaan SE Membina dan mengawasi konsistensi pemerintah daerah terkait

pelaporan pelaksanaan SE secara berkala setiap 6 (enam) bulan

dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Memberikan laporan SE kepada Menteri Dalam Negeri baik

secara berkala ataupun sewaktu

STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN 

PENERAPAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL DI DAERAH 



1. Perlu melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan

infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet baik di pusat maupun

daerah dalam rangka mendukung pembentukan Government Technology

(Govtech) dan Digital ID melalui implementasi Keterpaduan Layanan Digital.

2. Perlu dilakukan Penyederhanaan proses bisnis, pengadaan infrastruktur, dan

pemenfaatan aplikasi umum untuk melaksanakan percepatan penyelenggaraan 

layanan digital di daerah.

3. Daerah dapat mengintegrasikan aplikasi layanan digital Pemerintah ke dalam

portal layanan daerah sebagai transisi ke portal layanan nasional

SARAN TINDAKLANJUT
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